BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan dalam
kemasan yang telah kadaluwarsa yang dijual oleh pedagang di daerah Kota
Solok pada intinya dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat dan konsumen dengan berbagai upaya yang sesuai
dengan tujuan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dan agar
pelaksanaan perlindungan konsumen yang dimaksud dapat berjalan
sebagaimana mestinya, yang pengawasanya dilakukan oleh pemerintah
dengan lembaga swadaya masyarakat. Kewajiban-kewajiban yang harus
dipenuhi oleh setiap pelaku usaha atau pedagang makanan dalam kemasan
untuk melindungi konsumen di Kota Solok adalah dengan melakukan
kewajiban administratif, antara lain dengan mendaftarkan usahannya baik
yang berupa minimarket, swalayan maupun warung grosiran di Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Solok.

2. Upaya perlindungan konsumen yang juga harus dilakukan oleh pelaku usaha
terhadap konsumen terhadap kerugian dalam membeli makanan dalam
kemasan yang terbukti telah kadaluwarsa yaitu dengan memberikan ganti rugi
atas kerugian tersebut yang sebagaimana telah diwajibkan dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa yang dilakukan



antara pelaku usaha dan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah
kadaluwarsa di Kota Solok pada umunya dilakukan dengan upaya damai
antara kedua belah pihak, dan tidak banyak berujung di Pengadilan Negeri
atau BPSK. Dikarenakan karena faktor waktu dan biaya yang akan banyak
dikeluarkan oleh konsumen yang akan menyelesaikan permasalahanya di
peradilan umum dibandingkan dengan cara ganti rugi secara lansung oleh
pelaku usaha. Upaya penyelesaian sengketa dengan cara tersebut
diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
B. Saran

1. Kepada pelaku usaha, khususnya pedagang yang memperjualbelikan produk
makanan dalam kemasan agar selalu melaksanakan perlindungan terhadap
konsumen, dari berbagai dampak yang mungkin saja ditimbulkan oleh produk
makanan dalam kemasan yang diperjualbelikan. Disamping itu juga pelaku
usaha agar dapat memperjualbelikan produk makanan dalam kemasan yang
telah memenuhi syarat-syarat administratif yang telah ditetapkan.

2. Kepada Dinas Perdagangan dan Industri Kota Solok serta pihak-pihak
penegak hukum di daerah Kota Solok agar memberikan bukti nyata kepada
masyarakat atau konsumen dengan upaya-upaya publiknya dengan
memberikan sosialisasi terhadap perlindungan konsumen, dengan maksud
dan tujuan untuk terciptanya dampak yang mengarah kepada perlindungan
konsumen yang baik.

Pengawasan terhadap pelaku usaha juga harus diterapkan agar konsumen

mendapat perlindungan dalam membeli atau mengkonsumsi makanan dalam



kemasan sehingga tidak adanya kerugian terhadap konsumen atas produk

makanan dalam kemasan tersebut.



